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ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN PEMANDUAN DAN PELAYANAN
JASA PENUNDAAN KAPAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015
Agus Prasetiyo
Universitas Muria Kudus
prasetiyo4444@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pelimpahan Pemanduan dan
Pelayanan Jasa Penundaan Kapal Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 ini dilatar belakangi oleh pelimpahan
pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal melalui konsesi perjanjian
sebagaimana yang dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81
Tahun 2019 berakibat hukum mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 599 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk menjawab bagaimanakah pelimpahan pemanduan dan pelayanan jasa
penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dan
bagaimanakah konsesi perjanjian pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal
setelah berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pengambilan
datanya dilakukan dengan studi kepustakaan meliputi ketentuan - peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dokumen dan buku-buku literatur “yang
berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis serta
menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelimpahan pemanduan dan
pelayanan jasa penundaan kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 dengan pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui
mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan yang dituangkan
dalam bentuk perjanjian. Akan tetapi, belum ada peraturan dan/atau pelaksanaan
teknis  terkait proses  konsesi = baik melalui  pelelangan - dan/atau
penugasan/penunjukan didalam peraturan perundang-undangan. Konsesi perjajian
pemanduan dan pelayanan jasa penundaan kapal setelah = dikeluarkannya
Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2019 berakibat
dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 402 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Perhubungan Noemor KP 599 Tahun
2012.

Kata Kunci : Pelimpahan, pemanduan dan penundaan kapal, konsesi.
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JURIDICAL ANALYSIS OF THE DELEGATION OF SCOUNTING AND
SHIP DELAYING SERVICES ACCORDING TO GOVERNMENT
REGULATION OF THE REPUBLIK OF INDONESIA NUMBER 64 OF 2015
Agus Prasetiyo
Universitas Muria Kudus
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ABSTRACT

The research with the title Juridical Analysis of Delegation of Guidance and
Delaying Services for Ship According to Government Regulation of the Republic
of Indonesia Number 64 of 2015 was motivated by the delegation of scouting and
ship delaying services through concession agreements as issued by the Decree of
the Minister of Transportation Number KM 81 of 2019 which resulted in the law
repeal and The invalidation of the Decree of the Minister of Transportation
Number KP 599 of 2012. This research was conducted with the aim of answering
how the delegation of guidance and ship delay services according to Government
Regulation Number 64 of 2015 and how is the concession of the scouting
agreement and ship delaying services after the enactment of the Decree of the
Minister of Transportation Number KM 81 of 2019.

The approach method used is juridical normative and data collection is
carried out by literature study covering the provisions of applicable laws and
regulations, documents and literature books related to research. This research is
analytical descriptive and uses qualitative data analysis methods, namely quality
data descriptions in the form of regular, sequential, logical and non-overlapping
sentences.

From the results of this research it can be seen that the delegation of guidance
and ship delay services according to Government Regulation Number 64 of 2015
is by granting concessions to Port Business Entities through an auction
mechanism or through assignments as outlined in the form of an agreement. The
concession agreement for the scouting and delaying service of ships after the
enactment of the Decree of the Minister of Transportation Number KM 81 of 2019
revoked the Decree of the Minister of Transportation KP 599 of 2012 and made
the appointment / assignment unilaterally by issuing the Decree of the Director
General of Sea Transportation Number KP 471 / DJPL / 2019.

Keywords: Transfer, guidance and delay of ships, concessions.
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